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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa   dalam   rangka   mewujudkan   penyelenggaraan  

pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme, perlu disediakan akses kepada 

pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan mengenai indikasi pelanggaran dan/atau 

tindak pidana di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi; 

b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di 

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau masyarakat 

dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme, perlu dibuat pedoman 

penanganan pengaduan dan diberikan perlindungan 

terhadap pegawai dan/atau masyarakat yang 

menyampaikan pengaduan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal,  dan Transmigrasi tentang Pedoman 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi;    

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5602); 

4. Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan 

Pemberantasan Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3995); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5135); 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 

tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan 

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN 

PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengaduan adalah pengaduan Whistleblower dan 

pengaduan Masyarakat. 

2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai 

Negeri Sipil, dan pegawai lain di lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan  Transmigrasi. 

3. Whistleblower adalah Pegawai dan/atau masyarakat 

yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di 

lingkungan Kementerian.  

4. Pengaduan Whistleblower adalah pengaduan yang 

disampaikan oleh Whistleblower. 

5. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang 

disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan 

mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau 

kejahatan di lingkungan Kementerian. 

6. Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang 

mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya 

pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di 

lingkungan kementerian. 

7. Terlapor adalah Pegawai di lingkungan Kementerian 

yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau 

kejahatan. 
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8. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi. 

9. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyrakat desa, 

percepatan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

 

BAB II 

PENGADUAN 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan 

Pengaduan. 

(2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: 

a. penyalahgunaan wewenang; 

b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau 

c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang 

dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan 

Kementerian. 

(3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: 

a. penyalahgunaan wewenang; 

b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; 

c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada 

masyarakat; dan/atau 

d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang 

dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan 

Kementerian. 

 

Pasal 3 

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan 

penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin 

Pejabat/Pegawai, dan/atau dugaan tindak pidana 
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